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<b>ABSTRAK</b><br>

Consent merupakan landasan utama terbentuknya yurisdiksi International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi internasional. Dikarenakan
pilihan forum penyelesaikan sengketa investasi pada |CSID bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi
host state, consent digunakan salah satunya untuk membatasi akses investor dalam menyel esaikan sengketa
pada |CSID melalui berbagal persyaratan. Namun adanya klausula Most Favoured Nation (MFN) dan
penerapannya pada consent dalam BIT secaratidak langsung memperbesar kesempatan bagi investor untuk
menggugat host state di ICSID dengan merujuk pada BIT pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, Tesisini
akan membahas 2 (dua) masalah utamayaitu (i) bagaimana pertimbangan arbiter dalam menentukan bahwa
klausula MFN dapat diterapkan pada consent penyelesaian sengketadi ICSID dan (ii) bagaimana perumusan
klausulaMFN dalam BIT yang dibutuhkan untuk menghindari ketidakjelasan penerapannya pada consent.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa penentuan apakah klausula MFN dapat diterapkan dalam consent penyelesaian sengketa atau tidak
masih menjadi perdebatan di kalangan arbiter ICSID. Untuk menyikapi ketidakjelasan atas penerapan ini,
host state dapat memilih alternatif perumusan klausulaMFN dalam BIT salah satunya dengan
mengklarifikasi ruang lingkup klausula MFN dalam sebuah BIT apakah mencakup consent penyelesaian
sengketa investas atau tidak.
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<b>ABSTRACT</b><br>

Consent is the cornerstone of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
jurisdiction to resolve international investment disputes. Because the choice of an investment dispute
resolution forum in ICSID is not an easy thing for host states, consent is used to limit investor access to
resolve disputes on ICSID through various conditions. However, the existence of the Most Favored Nation
(MFN) clause and its application to consent in BIT indirectly increases the chance for investors to sue host
state in ICSID by referring to third party BIT. Based on this, the Thesis discusses two main issues. (i) how
the arbitrator's consideration in determining that the MFN clause can be applied to the dispute resolution
consent in ICSID and (ii) how the MFN clause formulation in BIT is needed to avoid the unclear of its
application on consent. The method used in this research is the normative juridical method. This study
concludes that the determination of whether the MFN clause can be applied in dispute resolution or not is
still adebate among ICSID arbitrators. To address the ambiguity of this application, the host state may
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determine alternatives for the formulation of the MFN clause in the BIT by clarifying scope of the MFN
clausein aBIT whether or not to cover investment dispute resolution.



